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ABSTRAK

Latar belakang permasalahan yaitu tingginya jumlah angka dan jenis tindak pidana 
pencurian kendaraan bermotor di kota Palembang. Pencurian kendaraan bermotor 
merupakan salah satu pencurian yang jumlahnya cukup tinggi yang terjadi di kota 
Palembang. Pencurian kendaraan bermotor merupakan bagian dari tindak pidana pada 
umumnya. Pencurian dalam hal ini kendaraan bermotor (curanmor) diatur dalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Pasal 362 yaitu pencurian biasa, Pasal 363 
yaitu pencurian dilakukan dengan pemberatan, dan Pasal 365 yaitu pencurian yang 
dilakukan dengan kekerasan. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah 
bagaimana pencurian kendaraan bermotor dari aspek kuantitas dan dari aspek 
kualitas. Permasalahan tersebut merupakan pokok persoalan yang dijawab dalam 
penelitian ini. Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah 
deskriptif yaitu untuk menggambarkan jumlah dan jenis tindak pidana curanmor 
dengan mengumpulkan, menganalisis dan menginterpresentasikannya. Penelitian ini 
adalah penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder sebagai data utama. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara kuantitas pencurian kendaraan bermotor tahun 
2008 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan tahun 
2012 mengalami penurunan. Secara kualitas, curanmor tidak teijadi penurunan 
dengan kata lain curanmor dilakukan dengan pemberatan semakin berbahaya karena 
dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Kata kunci : Pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kuantitas dan 

kualitas.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang melakukan 

pembangunan di segala bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara Indonesia 

meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan di bidang hukum 

sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara 

hukum.1 Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan 

atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Peraturan-peraturan 

hukum yang ada di masyarakat wajib untuk di taati karena berpengaruh pada 

keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat.

Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap 

sejumlah orang oleh orang lain dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang 

diciptakan.2 Kejahatan yang terjadi pada masyarakat saat ini sangat beragam jenisnya. 

Kasus kejahatan yang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat 

antara lain pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan,

1 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2 Soeijono Soekanto dan Hengkie Liklikuwata, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 26.

1
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pemerkosaan, pemerasan, penyalahgunaan narkotika, tawuran remaja atau lebih 

dikenal dengan kejahatan jalanan, dan judi.

Sebab-sebab kejahatan dapat timbul dari :

1. Kejahatan yang datang dari dalam diri si pelaku kejahatan,

2. kejahatan yang datang atau pengaruh dari luar diri si pelaku
T

kejahatan.

Keluarga merupakan sarana yang pertama dalam membesarkan dan mendidik 

anak dengan nilai-nilai luhur kebaikan dan kemuliaan. Dalam proses sosialisasi 

seorang anak akan banyak mendapat pengalaman-pengalaman yang membentuk 

pribadinya dari keluarganya. Seorang anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga 

yang sering melakukan kejahatan, maka anak tersebut kemudian hari akan

terpengaruh dan melakukan kejahatan. Begitu juga dengan sebaliknya. Keadaan 

ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai kehidupan dapat melahirkan sebab- 

sebab terjadinya kejahatan.4 Pencurian di kota Palembang sering terjadi di tempat 

parkir perkantoran, halaman parkir pertokoan dan pusat perbelanjaan, halaman parkir 

kampus atau sekolah, jalan umum, kompleks perumahan, serta tempat keramaian 

seperti di pasar.

Perbuatan pencurian diatur dalam Buku II Bab XXII Pasal 362, 363 dan Pasal 

365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan pencurian ini merupakan

Syarifuddin Pettanasse, Mengenal Kriminologi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 

4 Ibid, hlm. 52.
2007,hlm. 50.
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5perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melakukannya. 

Bentuk pokok dari rumusan tindak pidana pada dasarnya memberikan pemahaman 

bahwa semua unsur dalam rumusan tindak pidana dirumuskan sebagai kelakuan dan 

perbuatan manusia yang diancam pidana. Syarat pertama dari adanya tindak pidana 

adalah perbuatan manusia atau badan hukum.6

Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian merumuskan sebagai

berikut

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian 
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan 
hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara maksimum lima 
tahun atau denda maksimum enam puluh rupiah.

Tindak pidana pencurian pencurian diatas merupakan pencurian biasa dan

menunjukkan suatu kelakuan atau perbuatan manusia yang dilekatkan didalam unsur- 

unsur yang terdapat didalam tindak pidana pencurian.7

Pasal 363 KUHP diistilahkan sebagai tindak pidana gequalificeerde, apabila 

diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi pencurian khusus. Arti khusus 

dalam Pasal 363 dimaksudkan suatu pencurian dengan cara-cara tertentu atau dalam 

keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat atau pencurian dengan kualifikasi dan 

diancam dengan hukuman lebih berat8 dan hukuman maksimumnya lebih tinggi yaitu

3 H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Kejahatan Tertentu Dalam Kuhp, Universitas 
Sriwijaya, Palembang, 2008, hlm. 50.

6 Ibid, hlm. 51.
7 Ibid, hlm. 52.g

R. Soesilo, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1991, hlm. 251.
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lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP. Pasal 363 KUHP

merumuskan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
Ke-1, Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa buki

laut, gunung meletus, kapal karam, kapalatau gempa
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan 
atau bahaya perang;

Ke-2, Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang 
adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang 
berhak;

Ke-3, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;

Ke-4, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 
atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 
membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai 
anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan pada butir ke-3 disertai dengan salah satu 
hal pada butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara maksimum 
sembilan tahun.

Rumusan Pasal 365 KUHP sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun, pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk 
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri.
Diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun :

Ke-1, jika tindakan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau 
dalam kereta api atau trem yang sedang beijalan;

Ke-2, jika tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu;

Ke-3, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu;

2.
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Ke-4, jika tindakan itu mengakibatkan luka berat.
3. Jika tindakan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana 

penjara maksimum lima belas tahun
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara maksimum dua puluh tahun jika tindakan itu 
mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu keadaan yang 
disebutkan pada nomor 1 dan 3.

Masing-masing rumusan delik dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya

Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa 

peristiwa-peristiwa atau keadaan semacam ini menimbulkan keributan dan 

rasa kekhawatiran yang memudahkan seorang jahat melakukan pencurian, 

sedangkan seharusnya orang-orang harus sebaliknya m ember pertolongan 

kepada para korban.

2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman dan 

seterusnya

Unsur “waktu malam” digabungkan dengan tempat rumah kediaman atau 

pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, ditambah dengan 

adanya si pencuri di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak 

yang berhak. Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari 

terbenam dan matahari terbit.9

unsur

9 Ibid, hlm. 60.
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3. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekeija sama dalam 

melakukan tindak pidana pencurian, seperti bersama-sama mengambil 

barang-barang dengan kehendak bersama. Pasal ini berlaku apabila ada 

dua orang atau lebih yang masuk istilah turut melakukan dari Pasal 55 

ayat 1 nomor 1 KUHP sehingga memenuhi syarat bekeija sama.10

4. Pencurian dengan jalan membongkar,merusak dan sebagainya

Unsur pembongkaran dan perusakan pada dasarnya mempunyai 

pengertian yang sama yaitu merusak. Hanya saja pada pembongkaran 

mempunyai sifat lebih besar dari pada perusakan. Menurut Pasal 99 

KUHP arti memenjat diperluas sampai meliputi membikin lubang di

dalam tanah di bawah tembok dan masuk lewat lubang itu dan meliputi 

melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu 

pekarangan yang tertutup. Menurut Pasal 100 KUHP, arti anak kunci 

palsu diperluas sampai meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang 

digunakan untuk membuka kunci seperti misalnya sepotong kawat.

5. Pencurian disertai kekerasan

Ini adalah pencurian khusus dari Pasal 365 ayat 1 KUHP. Unsur istimewa 

yang ditambahkan pada pencurian biasa adalah “mempergunakan 

kekerasan atau ancaman kekerasan” dengan dua macam maksud yaitu

10 Ibid, hlm. 61.

1
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dan kedua maksudpertama maksud untuk mempersiapkan pencurian 

untuk mempermudah pencurian.

Pemberitaan kasus kejahatan curanmor hampir tiap hari mengisi halaman 

depan media cetak nasional ataupun disiarkan dalam program khusus kriminal yang 

tampil di setiap stasiun televisi nasional.

PALEMBANG-
Aidil Fitrisyah warga lingkungan I, kelurahan Kayuagung, kecamatan 
Kayuagung, kabupaten OKI, membobol mobil di parkiran RS. Siloam 
Sriwijaya Palembang sekitar pukul 15:00 WIB (25/11). Mereka membobol 
Mobil Honda CRV warna putih bemopol milik perwira polisi iptu Sigiet Aji 
Vambayun SH, yang menjabat KBO Satlantas Polres Pagaralam. Dalam 
aksinya tersangka tidak sendirian. Bersama dua temannya yang berhasil 
kabur, Dri dan Ton. Tersangka Aidil membobol mobil korban menggunakan 
kunci T. aksi tersangka diketahui korban setelah mendengar suara alarm 
mobilnya. Korban bersama satpam setempat langsung meringkus tersangka 
yang hendak kabur sementara dua temannya kabur. Tersangka Aidil 
diamankan aparat polresta Palembang. Dari tempat kejadian perkara polisi 
mengamankan mobil avanza milik pelaku dan kunci T.11

Dari kasus kriminal tersebut, dapat disimpulkan bahwa si pelaku telah 

melanggar Pasal 363 ayat (1) butir 5 “pencurian yang masuk ke tempat melakukan 

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 

membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian seragam palsu. Keadaan yang memberatkan dikaitkan 

dengan cara sipelaku memasuki tempat kejahatan atau cara sipelaku untuk sampai

Admin, Bobol Mobil Perwira Mr. J Dibekuk, 2012, www.sumeks.co.id, diakses Dada 
tanggal 26 november 2012. H

http://www.sumeks.co.id
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pada barang yang diambil yaitu dengan menggunakan anak kunci palsu. Pencurian 

dengan cara ini diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun.

Krisis ekonomi memberi pengaruh penting bagi pergerakan angka-angka 

kejahatan. Namun demikian, masih saja terdapat beberapa faktor yang memperburuk 

situasi yaitu kecenderungan menurunnya wibawa aparat keamanan dimata para 

pelaku kejahatan atau mereka yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.12

i

-

Sering terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor di wilayah kota 

Palembang dan pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani serta modus

kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindak pencurian kendaraan

bermotor, maka penulis memilih judul dalam penulisan skripsi ini mengenai

‘ANALISIS TERHADAP PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI

KOTA PALEMBANG”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pencurian kendaraan bermotor di kota Palembang dari aspek 

kuantitas dan kualitas ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perkembangan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi 

di kota Palembang dari aspek kuantitas dan aspek kualitas.

Syarifuddin Pettanase, Kebijakan Kriminal, Unsri, Palembang, 2007, hlm 52.
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D. Manfaat Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang 

baik. Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Secara Teotritis

a. Dapat memberikan 

pengembangan teori-teori yang dilaksanakan oleh penegak hukum 

dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor.

b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengambil permasalahan 

yang menyangkut upaya penanggulangan pencurian kendaraan

sumbangan pemikiran dalam rangka

bermotor.

2. Secara Praktis

a. Memberikan sumbangan kepada para pelaksana sistem peradilan

pidana guna meningkatkan pelaksanaan penanggulangan pencurian

kendaraan bermotor.

b. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam

menyelesaikan kasus pencurian kendaraan bermotor.

£. Ruang Lingkup

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini dibatasi pada ruang lingkup 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor serta penanggulangannya dan pencegahannya.
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F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum 

normatif13, dimana dalam penelitian ini dikumpulkan data-data yang diperoleh dan 

buku-buku dan peraturan yang berkaitan dengan data di lapangan kemudian 

menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam penelitian ini digunakan metode 

sebagai berikut:

1. Tipe penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian deskriptif yaitu untuk

menggambarkan kuantitas dan kualitas tindak pidana pencurian kendaraan 

bermotor dengan pendekatan normatif.14

2. Jenis dan Sumber Bahan

Dalam Penulisan ini penulis mengggunakan sumber data sekunder

didukung data primer. Data sekunder dalam penelitian normatif, disebut 

“bahan hukum” yang mencakup :15

a. Bahan hukum primer, yaitu undang-undangan Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHP.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah (literatur) hasil-hasil

_ . .. _ Soer^no Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)
Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 13.

is ^oeij°no Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta^>008, hlm.43. 
Soeijono Soekanto dan Sri Mamuji, Op Cit, hlm. 265.
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penelitian, surat kabar, informasi di internet, buku-buku hukum dan 

data-data lainnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya sebagai bahan 

penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan 

kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum,

dan kamus bahasa indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan dilakukan dengan metode studi kepustakaan, yaitu

dengan mempelajari literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel 

ilmiah dan peraturan perundang-undangan.16

4. Analisis Bahan

Bahan sekunder diperoleh dianalisis dengan mengumpulkan bahan dan 

meneliti bahan-bahan hukum dan disajikan dalam bentuk analisis data 

dalam rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari pemasalahan 

yang ada. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

yaitu analisis yang menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai 

gambaran dari suatu permasalahan dan menguraikan kedaiam bentuk 

kalimat dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan dalam penulisan skripsi 

ini.17

16 Ibid, hlm. 284.
17 Ibid, hlm. 286.
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5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan 

kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah 

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.18 

Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian

dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang

bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang ada.

i

i

2007, hlil m.mbanS SungS°n°’ MetodoI°Si Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,
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